
BUPATI BARITO TIMUR 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR 

NOMOR !4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR 

NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO TIMUR, 

Menimbang : a.bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan, 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan 

dan Kawasan Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam 

Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, 

Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial, Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu, Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan 

Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan 

Dusun Timur, Kecamatan Paju Epat, Kecamatan 

Karusen Janang, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perikanan 

dan Peternakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

perlu adanya penyesuaian, 

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Teknis 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

butir 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, 

mengatur pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan 

perubahan APBD antara lain pergeseran antar objek 

dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan 

Sekretaris Daerah. Pergeseran antar rincian objek dalam 

objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek 
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yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar 

rincian objek dalam objek yang sama, dan antar subrincian 

objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui 

perubahan RKA SKPD pada SIPDRI, untuk selanjutnya 

dilakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 

Penjabaran APBD dan/atau perubahan peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran perubahan APBD, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito 

Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, 

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 

Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 

Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4180), 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856), 



6. 

10. 

Li. 

12. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847), 



13. 

14. 

15. 

16. 
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18. 

19. 

20. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor S5 Tahun 

2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito 

Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55), 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR 

NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 

10. 

11. 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 

APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang 

ditetapkan dengan Undang-Undang. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Perda. 

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 

kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

ea ja 7 



F3 

13. 

14. 

15. 

16. 

TT: 

18. 

19. 

20. 

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit 

satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disingkat KDH/ WKDH adalah 

Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun 

kabupaten/kota, yang merupakan pimpinan eksekutif di daerah sesuai 

ketentuan Peraturan Perudang-undangan. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan 

tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan 

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan 

hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan.



Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah 

Rp1.191.039.616.217,00 tidak menyebabkan perubahan tetap sebesar 

Rp1.191.039.616.217,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah: 

a. semula Rp 1.139.205.754.392,00, 

b. bertambah/ (berkurang) Rp (0,00), 

jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.139.205.754.392,00. 

2. belanja daerah: 

a. semula Rp 1.191.039.616.217,00, 

b. bertambah/ (berkurang) Rp 0,00: 

jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.191.039.616.217,00. 

3. Pembiayaan daerah: 

a. penerimaan pembiayaan: 

semula Rp 76.833.861.825,00, 

bertambah / (berkurang) Rp 0,00, 

jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 76.833.861.825,00. 

b. Pengeluaran pembiayaan: 

1. semula Rp 25.000.000.000,00, 

2. bertambah/ (berkurang) Rp 0,00, 

jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp  25.000.000.000,00, 

jumlah pembiayaan neto Rp 51.833.861.825,00. 

Pasal 3 

(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: 

a. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan, 

b. Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, 

c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah: 

d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 

Sosial: 

e. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 

f. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan 

Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan, 



g. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 

h. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada 

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

(2) Ketentuan mengenai Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran Illa, Lampiran Illb, 

Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 

Timur. 

Ditetapkan di Tamiang Layang 

pada tanggal 25 Jsr' 2024 

Pj. Bupati Barito Timur, 

“ 
Indra Gunawan 

Diundangkan di Tamiang Layang 

pada tanggal 25 jbr 2024 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Barito Timur, 

Panaha oetar 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR .......... 
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